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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarakan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Dasar Hukum Bupati Padang Lawas Utara mengenai Kebijakan 

Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan 

Ujung Batu ditetapkan melalui surat pemberitahuan Sekretaris Daerah 

Nomor 141/6720/PMD/2023 adalah dengan memperhatikan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Padang Lawas 

Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

100.3.5.5/244/SJ, dan surat Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan 

nomor B/52/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023. Kemudian alasan 

lain penundaan Pilkades ditunda dikarenakan perkembangan 

kondusifitas, stabilitas serta kondisi ketentraman dan ketertiban 

masyarakat di Desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat. Perspektif Siyasah 

Syari’yyah terhadap penundaan pemilihan kepala desa di desa ujung 

batu dan pasir lancat sudah sesuai dengan ketentuan dasar hukum 

siyasah syari’yyah. Dasar hukum yang membolehkan ialah 

ketidaksiapan administrasi. 

5.1.2. Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Desa dalam masa penundaan 

pemilihan Kepala Desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat diatur 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 

46 Ayat (3): Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa, 

Bupati/Wali Kota menunjuk Pejabat (Pj) Kepala Desa dari kalangan 

perangkat desa, pegawai negeri sipil (PNS), atau pihak lain yang 

memenuhi syarat. Pasal 46 Ayat (5): Pejabat Kepala Desa 

melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang kepala desa untuk 
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sementara hingga kepala desa definitif terpilih dan dilantik. PJ Kepala 

Desa Ujung Batu Jae: Sormin Harahap. Sormin Harahap ditunjuk 

sebagai PJ Kepala Desa untuk menggantikan kepala desa sebelumnya 

selama masa penundaan Pilkades. Beliau bertanggung jawab atas 
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 pengelolaan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan 

pembangunan di desa Ujung Batu Jae. PJ Kepala Desa Pasir Lancat: 

Tukmaida Siregar Tukmaida Siregar diberi mandat sebagai PJ Kepala 

Desa untuk Desa Pasir Lancat. Selain menjalankan tugas pemerintahan 

desa, ia juga memiliki peran strategis dalam melanjutkan program 

pembangunan desa serta menjaga stabilitas sosial di wilayahnya. 

Mekanisme pengisian jabatan kepala desa di Desa Ujung Batu dan Pasir 

Lancat telah sesuai dengan prinsip siyasah Dalam siyasah syar'iyyah, 

pengisian jabatan kepala desa dalam masa penundaan pemilihan 

diperbolehkan dan bahkan diwajibkan demi menjaga kemaslahatan 

umat. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, an-nisa ayat 58 dan 

59 untuk menjaga menjaga stabilitas pemerintahan. 

5.1.3. Eksistensi pemerintahan desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat selama 

masa penundaan Pilkades berjalan cukup kondusif, meskipun 

dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama terkait dengan 

ketidakpastian penyelenggaraan Pilkades yang menimbulkan 

pergolakan politik di kalangan masyarakat. Pj Kepala Desa mampu 

menjalankan pemerintahan desa secara efektif, meskipun terbatas oleh 

kewenangan dan legitimasi yang dimilikinya. Meskipun Pj Kepala Desa 

tidak memiliki legitimasi politik yang sekuat kepala desa definitif, Pj 

diharapkan dapat menjalankan tugas administratif dengan baik dan 

menjaga kelancaran pemerintahan desa. Program pemberdayaan 

masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau pemberian bantuan 

sosial, tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. Berdasarkan perspektif siyasah syari’yyah Saat 

terjadi kekosongan jabatan kepala desa, terutama dalam konteks masa 

penundaan pemilihan kepala desa, siyasah syariyyah menekankan 

pentingnya keberlanjutan pemerintahan demi kesejahteraan umat. 

Kekosongan jabatan kepala desa tidak boleh mengganggu jalannya 

pemerintahan desa, karena dalam Islam, kepemimpinan harus selalu 
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ada agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang adil dan 

merata. 

5.2 Saran 
 Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan 

menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi 

masyarakat Desa Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat Kecamatan Ujung Batu 

Kabupaten Padang Lawas Utara, dan bagi pemerintahan daerah Paluta, 

sebagai berikut: 

5.2.1. Pemerintah Daerah Paluta khusunya Bupati beserta Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan kebijakan yang 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam 

penundaan pemilihan kepala desa agar penyelenggaraan 

pemerintahan desa berjalan sesuai dengan kepastian hokum dan 

kearifan local. Karena pemerintahan desa adalah salah satu kunci 

kemajuan dalam sebuah Negara terkhusus dalam otonomi daerah, 

dengan adanya penundaan pemilihan kepala desa ini semoga 

secepatnya terlaksana kembali Pilkades serentak kembali di Desa 

Ujung Batu Jae dan Pasir Lancat. 

5.2.2. pemerintah daerah dan pemerintah desa Kabupaten Padang Lawas 

Utara memberikan pemahaman yang khusus bagi panitia pemilihan 

kepala desa agar tidak ada kerincuhan kembali ditengah-tengah 

masyarakat seperti langkah sosialisasi yang rutin tentang penjelasan 

Hierarki Peraturan Perundang-Undagan sebagaimana tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, sehingga selama proses penundaan 

Pilkades mekanisme pengisian jabatan kepala desa (PJ) dilakukan 

dengan pemenuhan kualifikasi yang tertata dan jelas. 

5.2.3.  Bupati Paluta agar Pj Kepala Desa diberikan kewenangan yang lebih luas 

dalam mengambil keputusan strategis dan melibatkan masyarakat 

dalam proses pembangunan, pendekatan Rekonsiliasi Politik: 

Pemerintah desa harus mengelola ketegangan politik dengan cara yang 
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bijaksana, seperti mengadakan forum musyawarah antara pihak-pihak 

yang berkepentingan agar proses Pilkades nanti dapat berjalan lancar 

dan adil, eksistensi pemerintah desa selama masa penundaan Pilkades 

memerlukan upaya untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, serta 

memastikan kelanjutan pembangunan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. 
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